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KEPALA DESA SEMONO
KECAMATAN BAGELEN
KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMONO

NOMOR: 400.10.2.2/11/2026

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA SEMONO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1)
huruf a Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang
Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana
Desa Tahun 2026, Fokus penggunaan Dana Desa
diutamakan penggunaannya untuk mendukung
penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan
Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan
target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan
data Pemerintah sebagai acuan

bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf A

angka 1 point d Lampiran Peraturan Menteri Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025
tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan
Dana Desa Tahun 2026, Daftar keluarga penerima
manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah
Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan
Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai
Desa Tahun Anggaran 2026;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6914);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7144);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 611);

Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah  Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868
Tahun 2023);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah
Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025
tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan
Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik
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Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);

13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di
Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2018 Nomor 68);

14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170);

15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 42);

16. Peraturan Desa Semono Nomor 3.1 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Semono Tahun 2019 Nomor 4);

17. Peraturan Desa Semono Nomor 5 Tahun 2025 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Semono Tahun 2026
(Lembaran Desa Semono Tahun 2025 Nomor 5);

18. Peraturan Desa Semono Nomor 6 Tahun 2025 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semono Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Desa Semono Tahun 2025
Nomor 6);

Berita Acara Musyawarah Desa Semono Nomor: 400.10.2.3/

2/BA/2026, Tanggal 6 Januari 2026 tentang Pembahasan,

Penetapan, dan Pengesahan Keluarga Penerima Manfaat

Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa

Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan

ini.

Keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa

sebagaimana dimaksud diktum KESATU diprioritaskan untuk

untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa Semono dan

dilakukan pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan

ekonomi sesuai dengan Data Pemerintah sebagai acuan.

Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin

sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Kepala Desa dapat

menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan

Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria:

a. kehilangan mata pencaharian;

b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun,
sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;

c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;

d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau

e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud diktum
KESATU berhak mendapatkan besaran Bantuan Langsung
Tunai Desa sebesar Rp, 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
setiap bulan dan dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga)
bulan secara sekaligus.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana
dimaksud pada diktum KEEMPAT diberikan selama 12 (dua
belas) bulan per keluarga penerima manfaat yang dilaksanakan
mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember dan
dapat diberikan secara langsung kepada penerima manfaat
(cash).

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
Pada tanggal 7 Januari 2026

KEPALA DESA SEMONO

MARSONO



DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT

LAMPIRAN

KEPUTUSANKEPALA DESA SEMONO

NOMOR : 400.10.2.2/ 11 / 2026

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

TAHUN ANGGARAN 2026

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO. NKK NIK NAMA JENIS PEKERJAAN ALAMAT LENGKAP
KELAMIN DUSUN| RW | RT |

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) |
Perempua ) )

1. | 330604XXXXXXX | 330604XXXXXXX | PONISAH 0 Buruh Tani Krajan | 001 | 004
P

2. | 330604XxXXXXXX | 330604XXXXXXX | NGASIRAH ere‘;pua Buruh Tani Sijo | 002 | 002

KEPALA DESA SEMONO

MARSONO



